
GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR Sl TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM

PEI{YEDIAAN AIR MINUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2OI5-2O19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Nomor l3/PgllM/2O13 tentang Kebijakan Dan Strategi

Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2O15-

20t9;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 terfiang

Pengairan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3O46);

Mengingat :



J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarrtbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana tela,h diubah beberapa kaii dan

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968

tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di

Provinsi Bengkulu (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan

Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor

285a\
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005

tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO8

tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 82,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4858);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang

Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh

Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan

Penyediaan Air Minum;

4.

5.

6.

7.

8.
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9.

10.

t2.

13.

14.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2O 15 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2Ol5-2O19 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Pekedaan Umum Nomor

OI IPRT lMl2OOg tentang Penyeienggaraan Sistem

Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;

1 1 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor

229 lPMK.Ol l2OO9 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemberian Penjaminan Dan Subsidi Bunga Oleh

Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan

Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 515);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

492lMENKES /IV /2OlO tentang Persyaratan

Kualitas Air Minum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umurn Nomor

18|PRTlMl2Ol2 tentang Pedoman Pembinaan

Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol2 Nornor ll27l;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

l3lPRTlMl2O13 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 146201;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

Ol|PRTlMl2OI4 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 267);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4
Tahun 2008 tentang Rencala Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu tahun
2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun 2008 Nomor 4);

15.

16.

3



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN

STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM

PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI BENGKULU TAHUN

2015-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

2. Satuan Kefa Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada

Pemerintah Provinsi Bengkulu.

3. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah

Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu.

4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu

Tahun 2015-2OL9 yang selanjutnya disingkat KSDP

SPAM adalah dokumen pengembangan sistem

penyediaan air minum Provinsi Bengkulu Tahun

2015-2019.

5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang

melalui proses pengolahan atau tanpa proses

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan

dapat langsung diminum.

6. Penyediaan Air Minum adala-h kegiatan

menyediakan air minum untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat agar mendapatkan

kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

7. Sistem Penyediaan Air Minum yang seianjutnya

disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem frsik

(teknik) dan non-lisik dari prasarana dan sarana air
minum.

8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang

bertujuan membangun, memperluas dan/atau
meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-frsik

(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran
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9.

masyarakat dan hukum) da-lam kesatuan yang utuh

untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada

masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah

kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi,

mengelola, memelihara, merehabiiitasi, memantau,

dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dart

non-fisik penyediaan air minum.

Penyelenggara Pengembangan SPAM yang

selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan

Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta,

Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok

masyarakat yang melakukan penyelenggaraan

pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya

disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara

melalui penyertaan secara iangsung yang berasal

dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan

dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.

Badan Usaha MiUk Daerah yang selanjutnya

disingkat BUMD adalah badan usaha yang

pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi

Bengkulu dan seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah

yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai

Penyelenggara.

Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai

kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau

sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari

anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai

Penyelenggara.

Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik
swasta yang dibentuk khusus sebagai

10.

11.

13.

14.
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1J.

16.

L7.

Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Masyarakat adalah kumpulan orang yang

mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di

daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi

Bengkulu.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas

teknis pada dinas dan badan di Provinsi Bengkulu.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Bengkulu yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkar pada prinsip

elisiensi dan produktivitas.

18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut

Bumdes, adalah usaha desa yang

dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan

oleh pemerintah desa dan masyarakat di Provinsi

Bengkulu.

19. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum disingkat RI-SPAM di Provinsi Bengkulu

adalah suatu rencana jangka panjang (15-2O tahun)

yang merupakan bagian atau tahap awal dari

perencanaan air minum jaringan perpipaan

berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada

satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan

dan memuat komponen utama sistem beserta

dimensi-dimensinya.

2O. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu
yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi Bengkulu

adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan
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kebijakan dan strategi pemanfaatan dan

pengendalian ruang wilayah di Provinsi Bengkulu.

BAB II

MAKSUD DANTUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai

pedoman bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu,

Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggara,dan

pemangku kepentingan lainnya dalam

melaksanakan penyelenggaraan pengembangan

SPAM yang berkralitas.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan

pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu;

b. menyelenggarakan sistem frsik (teknik) dan non

fi sik (kelembagaan,manajemen, keuangan, peran

masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang

utuh dan terintegrasi dengan sararla dan

prasarana sanitasi;

c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan

manusia secara berkelanjutan dalam rangka

peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(l) KSDP SPAM adalah dokumen

penyelenggaraan pengembangan

untuk
sistem

penyediaan air minum di Provinsi Bengkulu Tahun

2015-2019.

(21 KSDP SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu

Tahun 2015-2019;

b. Skenario Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019;
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(1)

c. Sasaran Kebijakan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu

Tahun 2Ol5-2O19; dan

d. Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Provinsi Bengkulu Tahun 2OI5-2O19.

BAB IV

DOKUMEN KSDP SPAM

Pasal 4

KSDP SPAM Tahun 2075-2019 disusun sebagai

sebuah dokumen dengan sistematika penulisan

sebagai berikut :

PENDAHULUAN

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PENYEDIAAN AIR MINUM

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN,

TANTANGAN, DAN PELUANG

PENGEMBANGAN SISTEM

PEIVYEDIAAN AIR MINUM

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENGEMBANGAN SISTEM

PENYEDIAAN AIR MINUM

RENCANA AKSI PERCEPATAN

INVESTASI PENGEMBANGAN

SISTEM PEI\TYEDIAAN AIR MINUM

PENUTUP

a. BABI

b. BAB II

c. BAB III

d. BAB IV

e. BABV

f. BAB VI

(21 Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen KSDP

SPAM sebagaimana dimaksud Pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur

ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.
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BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan

dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan

kewenangannya.

(2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan

SPAM Provinsi Bengkulu dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orzrng mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi

Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 27 November 2O15

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.
H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 1 Desember 2O15

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.
H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 51

Sg.Linan sesuai dengan asliny
r KEPALA 

F'IO 
HUKUM,

lhll,I I'v
M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk. I
NrP. 19690905 199403 1011
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LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 9I TAHUN 20]5
TENTANG
KEB]JAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI BtrNGKULU 2015-20 19

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Provinsi yang berada di wilayah

Barat Pulau Sumatera tepatnya disebelah Barat Bukit Barisan antara 2'
16'LU dan 3" 31'LS dan antara 101" 01'- 03" 41'BT. Wilayah Provinsi

Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke

perbatasan Provinsi Lampung danjaraknya lebih kurang 567 Km.Luas

wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.99 i.933 Ha atau

19.9I9,33 Km2. Ditinjau dari posisr geografisnya, di sebelah Utara Pr ovinsi

Bengkulu berbatasan dengein Provinsi Sumatera Barat, di sebelah Selatan

berbatasan dengan Samudera Inclonesia dan Provinsi Lampung, disebelah

Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebr:lal-r Timur

berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan iamudera Indonesizr pada

garis pantai sepanjang Iebih kurang 525 I<ilometer. Bag,an Timurnya

berbukit-bukit dengan dateLran tinggi yang subur, sedangkan bagian Barat

merupakan dataran rendah yang relatifsempit, memanjang dari Utara ke

Selatan diselingi daerah yang bergelombang.

Wilayah administrasi Provinsi Bengkuhr terbagi atas ,0 Kabupaten/Kota,

127 Kecamatan, 172 Kelurahan, dan 1.357 Desa. Total jumlah Penduduk

Provinsi Bengkulu pada Tahun 2014 adalah sebanyak 1.814,357 Jirva

(BPS Provinsi Bengkulu, 2014). Dalam hal pelayanan air minum, Provinsi

Bengkulu saat ini juga stdang mcngupayakarn peningkatan pelaS anan air

minum untul< kesejahteraan rnasyarakatnya. Sesr,rai dengan arah

kebijakan pembanguna n' infrastruktur PUPR yang tertuang dalam RPJPN

2045-2025 dan dijabarkan dalam RP.JM N 2Ol5-2019, kebijakan srrategis

dalam pengelolaan Sumber Daya Air, adalah :



2.

|)

1. Konservasi sumber daya air : peningkatan fungsi dan kapasitas

tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta meningkatnya
jumlah dan kapasitas sumber-sumber air buatan (pembangr:nan &

rehabilitasi wadul<),

Pendayagunaan sumber daya air : pemenuhan kebutuhar-r air untuk

kehidupan sehari-hari bagi masyarakat serta untuk kebuttthan sosial

dan ekonomi produkti[,

Pengendalian daya rusak air : penguranga r kau,asan yang terkena

dampak banjir, sedimen/lahar gunung api,

4. Peningkatan kapasitas: kele:nbagaan, ketatalaksanaan, darr

keterpaduan serta ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data

dan informasi pengelolaan surlber daya air.

Arah kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu

merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -
2019 tersebut dan selanjutn),a drjabarkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2015 - 2019 dan Rencana

Pembangunan Jangka Mencngah Daerah (RPJMD) Provinsi Bcr-rgkulu

2015-2019. Selain rencana pembangunan dan rencana strategis tersebut,

terdapat pula arah kebijakan strategis, antara Iain yaitu:

1. Program pemenuhan kebutuhan air bersih untuk Masyarakat

Berperighasilan Rendah (MBR).

2. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) yang merupakan pengembarrgan simpr-ll - simpul

ekonomi berdasarkan l<ckuata:r el<onomi regiona) khususnya mclalui

pengembangan sek tor air minum.

Di Provinsi Bengkulu terclapat beberapa daerah yang memiliki kondisi air
tanah dangkal dan air tanah sedang ),ang relatif baik serta kondisi air
tanah dangkal dan air tanah sedang yang relatil tidak baik. kondrsi air

tanah yang tidak baik banyak terdapal pada daerah perkoraran yang

berada di Pesisir Pantai dirrrana air dan.3l<alnya payau dan akan

mengalami kesulitan air pada musim kemarau. Beberapa kawasan dengan
kondisi air tanah dangkal dan air tanah sedang yang relatil tidal< baik
adalah Kelurahan Rawa Makmur, Pondok Batu, Tanah Rekah, Sumber
Makmur, Rawa Mangun, Rar,r,a Mulya, pasar Sebelah, Air Dikit, Talang
Karet, Desa Nibung, Paclang Kempas, Cirebon Baru, Meran, Teber Kubr_r,



Gunung Ayu, Belakang Gedung, Kampung Baru, Batu Lambang, Ketapang

Besar, Padang Nilrt, dan Gelumbang.

Secara umum, potensi air baku di Provinsi Bengkulu masih dapat

dimanfaatkan hir-rgga 10 tahun kedepan. Air permukaan yang dapat

dimanfaatkan antara lain adalah Sungai Nelas, Sungai Sikiri, Sungai

Manjunto, Sungai Selagan, Sungai Lais, Sungar Kerkap, Sungai Air Patik,

Sungai Rikis, Mala Air Nakai, Sungai Gambir, Srrngai Air Padang, Sungai

Boat, Sungai Air Nuso, Sungai Air Lingau, Sr"rngai Air Susup, Sungai

Bengkulu, Sungai Air Hati, Sungai Danau Liang, Air Kungkal, Air Seluma,

Air Talo, Air Alas, Sungai Manna, Sungai Bengkenang, Air Nipis, Sungai

Pino, Sungai Kedurang, Air Ulau, Sungai Padang Guci, Sungai Kinal,

Sungai Luas, Muara Sambat, Sungai Suban Ayam, Air Bulak, Suban Air

Panas, Air Meles Atas, Air Meles Bawah, dan kampong Delima. Dari

keseluruhan tersebut, terdapat 5 Kabupate:r, 16 IKK, dan 171 Desa yang

memerlukan upaya khusus untuk pemanfaatan air minum.

Berdasarkan data yang diperoleh, capaian sistem pelal,anan air minum di

Provinsi Bengkulu hingga Bulan Maret Tahurn 2015 adalah sebesar

49,38o/o yang terdiri atas 18,9I7o Jaringan Perpipaan dan 30,47ok Bukan

Jaringan Perpipaan(Satker PK-PAM Provinsi Bengkulu, 2015)- Persentase

tersebutmenunjukkan bahwa cangkupan pelayanan air minum di Provinsi

Bengkulu baru dapat memenuhi kurang dari setengah kebutuhan seluruh

penduduk Provinsi Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah

mengusahakan peningkatan pelal anan air minum, namun p:laksanaan

pengembangan Sistem Penyediaarr Air Minum di Provinsi Bengkulu

seringkali menga)ami kendala, an'ara lain:

1. Peningkatan jumlah penduduk di ikuti peningkaLan aktilitas yang

mengakibatkan semakin tidak tercukupinya kebutuhan akan air

minum baik dari segi kualitas maupun kuantitas fumlah).
2. Penyebaran pendr:duk yang tidak merata, cliakibatkan pengambangan

lahan-lahan baru permukiman.

3. Persoalan mengenai sumbe r air baku, yaitu keterbatasan sumber air

baku dibeberapa daerah, ketidakmerataan surnber air baku di tiap-

tiap daerah dan kadang mcmicu kon flik antar pengguna air, serta

sulitnya menjangkau sumber air baku pada daerah-daerah yang

memiliki keterbatasan sumber air bakr-r kzrrena -okasi yang jauh dan

keterbatasan [asilitas.
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4. Permasalahan biaya pengolahan air minum yang reletil cukup mahal

sedangkan kemampuan masyalakat masih banyak yang relatif rendah.

5. Masih terdapatnya PDAM di beberapa daerah Yang kondisinya 'kurang

sehat' dan 'sakit', sehingga masih perlu dilakukan perlanganan serius.

6. Kemampuan dana Pemerintah Kabupaten/ I(ota serta pendapatan

PDAM yang belum mencukupi untuk melakukan penyelenggaraan

SPAM yang baik, serta Letidakmampuan Caiam melakukan

pengembangan SPAL4 secara mandiri.

7. Kurang pedulinya masyarakat terhadtrp fasilittrs SPAM yang ada.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara PemerinLah Pusat, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan

bahwa penyelenggaraan air minum di tingkat Provinsi dapat dilakukar-t

melalui pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Kabupalen/ Kota

dan untuk wilayah Kabupaten/ Kota penyr lenggaraan air minum

dilakukan meialui pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah

Kabupalen/ Kota. Pernerintah Provinsi Bengkulu saat ini telah

mengupayakan mengatasi permasalahan pemenuhan air baku, lerutama

untuk wilayah Kabupaten/ Kota yang mernilil<i keterbatasan air baku

pada wilayah administrasinya nrelalui konsep SPAL'I Regional dengan

wilayah operasional meliputi l{ota Bengklllu, Kabuparen Bengkulu

Tengah, dan Kabupaten Seluma (Benteng Kobema). Dengan

memanfaatkan potensi air baku yang bersumber dari Sungai Lemau di

Kabupaten Bengkuh-r Tengah, diharapkan air baku yang juga merupakan

limpasan dari PLTA Musi tersebut akan dapa: meningkatkan pelayanan

terhadap kebutuhan air minum dibeberapa daerah yarrg belum merata.

Dalam rangka memenuhi target pelayanan air minum, maka pemerintah

Provinsi Bengkulu perlu menyusun kebijakan dan strategi bidang air

minum untuk meu,ujudkan kesejahteraa,'r mzlsyaraka- melalui jaminar-r

kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat xuaiitas, kuantitas,

kontinuitas dan keterjangkauan. Slralegi pelaksanaan unluk
mewujudkan program air minrrrn aman dan berkelanjutan 100 %

dilakukan melalui peningkatan e,kses aman air minr.lm, alternatil sumber

pembiayaan, kapasitas l<elembagaan, penerapan NSPK, penyediaan air

baku, kemitraan, serta menciplakan inovasi teknologi.
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1.2. Pengertian

Badan Usaha adalah suatu badan hukum yang dapat oerupa badan

usaha swasta yang berbentuk Perseroan TerbateLs, BUIvIN, BUMD, dan

Koperasi.

Coorporate Social Responsibi.lities (CSR) adalah suatu tindakan atau

konsep yang dilakukan suatl) perusahaan (sesuai kemampuan

perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap

sosial/ Iingkungan sekitar perusahaan tersebut berada dan merupakan

fenomena starategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan clan

kepentin gan stakeholder-ny a.

Daerah adalah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Dekonsentrasi adalah pelimpaharr wewenang pada Pemerintah kepada

Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Design for Sustainabilitg adalah perancangan objek lisik dan

lingkungan binaan sesuai dengan prinsip ekonomi, sosie,l dan lingkungan

yang berkelanjutan. Beberapa prinsip dasar design for suskdnability yang

umum diterima adalah meliputi aspek :

. Low-impact rnaterial : meman laatkan bahirn non-toxic dan

diproduksi secara ramzrh Ilgkungan (contoh : pembuatannya hanya

membutuhkan sedikit energi)

. Efisiensi energi : menggunakan atau membuat produk ',,ang hanya

membutuhkan sedikit energi

. Kualitas dan daya tahan : produl< yang ber[-rngsi bail<

. Reuse and recgcle : rancangan produk harus mempertimbangkan

pemanfaatan secara berkelanjutan hingga setelah masa pakai berakhir

(after life)

. Renewability : bahan berasal dari lvilayah terdekat, diproduksi dari

sumber daya terbarukan

. Sehat : produk tidal< berbalraya bagi pengguna dan penghr-rni dan

lingkungan sekitarnya, bahkan bisa menunjang aspek kesehatan

secara luas

Detail Engineering Design (DED) adalah suatu rencana rinci
pembangunan SPAM di suatu kota aLau kawasan meliputi unit air baku,

unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.
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Dukungan Pemerintah (Goverment Supportl acialah dul<ungan clalam

bentuk investasi yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala

daerah kepada badan usaha dalam rangka pelal<sanaarr proyek l<erjzrsama

berdasarkan perjanjian kerjasamzr dalam rangka menel<an harga jual

kepada masyaraki:t.

Good Coorporate Gouerna.nce (GCG) adalah Proses dan st:.uktur yang

diugnakan untul< meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas

perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusal-raan dalam

jangka panjang dengan memperhatikan kepentirrgan stal<eholder serta

berlandasl<an peraturan perundang-undangan, 6,rral, dan nilai etii<a.

Jaminan Pemerintah [Gouerment Guardnteel adalah instrumen yang

dapat diberikan untuk mengurangi pengaruh ketidakpastian dari variabel

input untuk tetap mempertahankan kelayakan finansial dari proyel<.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ,rdalah kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam penyediaan inirastruktur melalur perjarrjian

kerjasama atau ijin pengusahaan.

SDG's (Sustainable Deuelopment Goals) adalah Kerangka Pembangunan

pasca Millenium Development Goais (MDG's) yang merupakan proses

pembangunan (1ahan, l<ota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip

"memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbar-rkan pentenuhan

kebutuhan generasi masa depan. SDG's bersifat lebih universal dari pada

MDG's.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Norma adalah aturan atau kete ntuail yang dipakai sebagai tatanan Lrntuk

penyelenggaraan pemerintahan.

Standar adalah acuan yang dipakai

penyelenggaraan pemerintahan.

sebagai patokan clalam

Prosedur adalah metode atau tata cara untLk penyelenggaraan

pemerintaahan.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunal<an menjadi dasar dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah (PMP) adalah pengalihan

kepemilikan barang miiik negara/daerah yang semula merupakan



kekayaan yang tidak dapat dipisahkan nrenjadi kelcayaan yang dipisahkan
untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada

badan usaha miiik negara, badan usaha milik derah, atau badan hukum
iainnya yang dimiliki negara,

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adaiah BUMD Provinsi yang

mengelola SPAM di wilayah Kabupaten/Kota.

Rencana Induk Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM

adalah suatu dokumen jangl<a panjang (I5 - 20 tahun) yang merupakan

bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan

dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air

minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan

memuat komponen utama sistem beserta drmensinya.

Rencaua Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2Ol9 adalah merupakan tahap kedr-ra dari pelaksana ln Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang

ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJM N 20 I 5-

2019 rni selanjutnya menjadi pecloman bagi kementer-an atau lembaga

dalam menyusun rencana strategis 1<ementerian / lembaga (Renstra-Kl)

dan menjadi bahan pertimbangan bagi pernerintah daerah da.lam

rnenyusun / menyesuaikan rencan:r pemabangunan Caerahnya masing-

masing dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Rencana Pengamanan Air Minum lWdter Safetg PIan) adalah upay,a

pengamanan pasokan air minum l-,ail< dari segi kualitasnya dengan upaya

perlindungan (ltreuention) surrber arr dan pencegahan lprotection)

pencemaran badan air, maupun dari segi kuanticasnya mulai dari surnber

(catchment) sampai ke keran air (woter-tap) penduduk yang dilakukan oleh

berbagai pihak secara terpadu dengan m:nggunakan pendekatan analisis

dan manajemen resiko untuk menczlpai standar kualiats air yang clapat

diterima oleh semua pihak.

Restrukturisasi adalah penyelesaian piutang negara pada PDAlvl yang

dilakukan dengan cara penjadwalar-r kembalr dan/aLau penghapnsan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah suatu rerlcana

pemanfaatan n.lang yang disusun oleh pemerintah daerah untuk jangka

waktu 20 tahr-ln. RTRW clapat diperbaharui bila telah dirasa]<an tidak
sesuai dengan kondisi yang ada,
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Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD) adalah dinas atatt unsur

pelaksana daerah pada Pemerintah Daerah.

Sistem Penyediaan Air Minum Bt:kan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)

adalah suatu kesatuan sistem fisik (tei<nik) dan non lisik dari prasarana

dan sarana air minum baik bersifat individual, maupun komunal khusus

yang unit distribusinya dengan ,rtau tanpa perpipaan terbatas dan

sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi

tertulis yang dibakukan mengenei berbagai llroses penyelenggaraan

pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana

dan oleh siapa dilakukan.

Sambungan Rumah (SR) adalai-r sebutan yang digunakan untuk

menyatakan satuan pelanggan ataLl satuan sambungan pelanggan yang

memperoleh pelavanan air bersih melalui jaringar perpipaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah personil yang merupal..an bagian

integral dari sistem yang rnembentuk suatu organisasi, dalam konteks

penyelenggaraan pengembangan SPAM, SDM tcrdiri dari personil dari

kalangan pemerintah, penyeler-rggara, pelaksana konstrul<si, dan penl,edia

jasa konsultasi.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) pengembangan SPAM Provinsi

Bengkulu disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah

Provinsi Bengkulu dan penyelenggara, serta pedtrman bagi para pemangku

kepentingan dalam rangka pelaksanaan pen5rslenggaraan pengembangan

SPAM Provinsi Bengkulu. Kebiiakan dan Strategi Daer:h pengembangan

SPAM Provins; Bengkulu memiliki tuj urz.n antara lain:

1. Menggali dan mengembangkan potensi SPAM di wilayah provinsi

Bengku lu;

2. Mengatasi persoalan dan tantangan perrgembangan SPAM di u,jlayal-r

Provinsi Bengkulu;

3. Melaksanakan pembangunan baik fisik maupur non lisik menge nai

pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan program sanitasi yang

d ilakukan;
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4. Menjaga dan meningkatkan penyelenggaraan program air minum yang

aman dan berkelanjutan; dan

5. Memenuhi kebutuhan dasar manusia dari segi kualitas dan

keberlanjutan kehidupan manusia melalui peningkatan dera.lat

kesehatan masyarakat.

1.4. Landasaa Hukum

4.3.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar penyrrsunan Kebijakan dan Strategi

daerah Pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu antara lain adalah:

1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan provinsi

Bengkulu;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 terrtang Pengairan;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2OO5-2O25;

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-undang Nomor O9 Tahun 2O15 tentang perubahan

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Perpres Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
- 

MenengahTahun 2Ol5-2O19;

9. Putusan MK Nomor &5/PUU-XI/2O13 yang memuat keputusan
pencabutan UU Nomor O7 Tahun 20O4 tentang Sumber Daya Air

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2O07 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO8 tentang pengelolaan

Sumber Daya Air;

14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Tata Ruang

dan Wilayah Provinsi Bengkulu.
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4.3.2. Peraturan Teknis

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2OO9 terrtang

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Mrnum Bukan Jaringan

Perpipaan (BJ P) ;

2. Peraturan Menteri l(euarrgan (PMK) Nomor 229 lPMK.OI /2009 tentang

Tata Cara Pelaksnaan Pemberian Penjaminan Dan Subsidi Bunga Oleh

Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Mirrum;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/lV/2010 tentang

Persyaratan I(ualitas Air Minum;

4. Peraturan Menteri Pel:erjaan Umum Non-ror 1B/PRTlMl2012 Tentang

Pedoman Pembinaan PenvcIengo^raan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPANI):

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 lentang

Kebijakan dan Strategi Pengemirangan Sistem Penyecliaan Air Minum;

6. Peraturan Menteri Peker.jaan Umum Nomor 01/PRTi M/20'14 lentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang.



BAB II
VISI DAN MISI

PENGEMBANGAN SISTEIII PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1. Visi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Air minum merupakan surnber kehidupan manusia yang perlu dikelola

dengan baik dan sedemikian rupa sehingga menghasilkan air minum yang

berkualitas agar dapat memberikan l<esehatan dan kesejahteraan

masyarakat. Ketersediaan air minum harus memadai secara

berkelanjutan untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan

sejahtera di masa datang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun

yang tinggal di daerah perdr:saan. Di rnasa mendatang, daerah perkotaan

dan perdesaan harus dapat menjamin kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat melalui ketersediaan air minum yang rnemadai dan

memenuhi kriteria kuantitas, kualitas, kontinuit.as, dan keterjangkauan.

Untuk mendukung visi Provinsi Bengkulu yaitu 'Tertuujudnga
Masgara.kat Bengkulu gang Maju dan Sejahtera', dibutuhkan

ketersediaan air minum dengan kriteria sebagai berikut :

1. Seluruh masyarakat, baik di lingkungan perumahan, perdagangan,

perkantoran, maupun tempat - tempat umu:n lainnya yang berada di

wilayah perkotaan dan perdesaan mendaparkan akses pelayanan air

minum yang aman;

2. Masyarakat dapat. hidup lebih sehal dan terhindar dari berbagai

penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, cliare, dan

sebagainya;

3. Masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dapat

menikmati air minum yang diolah secara efisien, profesional, dan

terjangkau, schingga men galami peningkata n ke sejahteraan ;

Visi pengembangan SPAM adalah suatu keadaan masyarakat ),ang ingin

dicapai di masa depan yang secara mandiri me,mpu hidup dengan sehat

dan sejahtera dengan air minlrm berkualitas. Visi akan dapat teru.ujud

melalui seluruh kegiatan - kegiatan yang dilakul.:an oleh seluruh
stakeholder yang langsung terkait maurpun tidak.

Berdasarkan kebutuhan disebutkan di atas, maka visi pengembangan

SPAM Provinsi Bengkulu adalah " Terwujudnga Masyarakat prouinsi
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Bengkulu gang Maju dan Sejahterd dengan Pola Hidup Sehat Melalui
Akses Pelaganan Air Minum 7OO%o Berkualitad'.

Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasarna yang

sinergis anLar stakeholder dari seluruh kegiatan-l<egiatan yang ada.

Dalam kerjasama ini, Pemerintah lebih berperan dllam melakukan

pemberdayaan kepada Femerintah Daerah, Masl,arakat, maupun kepada

Operator Penyelenggaraan SPAM, Masyarakal perlu mendapatkan

pemahaman yang jelas terhadap lungsi pelayan:r.n penyelenggaran SPAM

agar dapat berpartisipasi aktil dalam setiap pengambilan keputusan yang

penting bagi kepentingan bersarra. Untuk itu, visi tersebut perlu

dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai

acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencapaian terhadap

kondisi yang diir-rginkan.

2.2. Misi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Upaya pencapaian visi pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu, perlu

dilakukan dengan misi sebagai berikut:

1. Membangun, memperluas, dan/atau meningkalkan sistem pelayanan

air minum di wilayah Provinsi Bengkulu;

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM di

Provinsi Bengkulu dan Mengembangkan scrta menerapl<an Norma,

Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
- 3. Meningkatkan pemberdayaan masJrarakat untuk menumbuhkan rasa

memiliki terhadap fasilitas air minum yang telah di bangun;

4. Mengembangkan pendanaan dan l<erja sama dengan badan usaha dan

masyarakat;

5. Memenuhi kebutuhan air bal<u; dan

6. Meningkatkan pelayanan air ninum lintas Kabupaterr/ Kota, wilayah

rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana clan pesisir.

Membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem pelayanan

air minum di wilayah Pro..'insi Bengkulu, memiliki pemahaman

sebagai berikut:

a. Pelayanar, air minum di Provinsi BengkuLu dapat memenuhi aspek

kualitas, dijabarkan sebag:.i berikut:
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. Penyediaan air minum dapat memenuhi stanqar kualitas yang

telah ditetapkan sehingga aman dikonsumsi baik secara

langsung melalui SPAM Jaringan Perpipaan (JP) maupun

Bukan Jaringan Perpipaan (BJP).

b. Pelayanar-r air mirrLrm di Pr ovinsi Bengkulu dapat memenuhi aspek

kuanlitas, kontinuitas dan keterjarrgkauiln, dijabarkan sebagai

berikut:

o Air minum dapat dinikmati olen seluruh masyarakat diberbagai

wilayah dengan harga yang terjangkau;

. Pelayanan air minum dilakukan secara merata menjangkau

semua daerah, termasul< daerah rawan air

bersih / kekeringan / rawan bencana dan pesisir;

. Penyelenggaraan SPAM clilaksanakan secara terus-menerus

dengan tetap memenuhi aspek kuantitas dan keterjangkauan;

Meningkatkan kapasitas ke)embagaan penyelenggaraan SPAM di

Provinsi Bengkulu dan Mengembangkan serta menerapkan Norma,

Standar, Prosedur, dan Kriteri,L (NSPK), memiliki pernahaman sebagai

berikut:

a. Kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM

Provinsi Bengkulu sesurii dengan prinsip Good Cooperate

Gouerrtance, dijabarkan sebagai berikut:

. Penyelenggaraan SPAM yang efektil dan efisien, transparan,

partisipatif, serta akuntabel melalui tata pemerinlahan yang

baik;

. Pelibatan se mua pemangku kepentingan dalam pengembangan

SPAM

. Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian s[ruktur dan

kervenangan kelembagaan penyelenggaraan SPAM ;

b. Penyelenggaraan SPAIVI di provinsi Ber-rgkulu dilakukan dengar-r

mengembangkan dan menerapkan Norma, Sterndar, Prosedur dan

Kriteria (NSPK) dan tetap menegakkan Flukum, dijabarkan sebagai

berikut:

. Penyusunan NSPK terkait pengembangan SPAM di Provinsi

Ber-rgkr-rlu dan perlindungan air baku;
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. Penetapan peraturan, NSPK, serta hukum dan sanksi

pelanggaran peraturan ierl<ait penyelenggaraan SPAM yang

baku oleh pemerintah Pro.rinsi Bengkuh-r.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan rasa

memiliki terhadap fasilitas air minum yang telah di bangun, memiliki

pemahaman sebagai berikut:

a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dari mulai aq,al program,

pembangunan, hingga pengelolaan;

b. Menguatl<an kemampuan masyaral<at dalam pengelolaan SPAM

agar dapat terus berkelanjutan; dan

c. Membuat mekanisme: pembagian penJanaan yang bersumber dari

masyarakat untuk sedil<it banyak membantu dalam pembangunan

SPAM di wilayahnya.

Mengembangkan pendanaan dan kerja sarrra dengan badan usaha

dan masyarakat, memiliki pemahaman sebagai berikut:

a. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan SPAM

di Provinsi Bengkulu, dijabarkan sebagai berikut:

. Pengembangan SPAM vang rlilakul<an melalui pengembangan

alternatif sumber pembiayaan

. Penyelenggaraarn SPAM melalui pengembangan potensi

pendanaan internal, masyarakat, dan peningkatan penerapan

konsep kewirausahaan clalam pengembanga r air minum

b. Pemberdayaan masyaral<at dan dunia usaha untuk berperarl aktif
dalam penyelenggaraan SPAM

. Penyelenggaraan SPAM yang melibatkan secara aktif
masyarakat dan dunia usaha sertzL penyampaian informasi

penggunaan l<euangan/ pendanaan secara terbuka;

Memenuhi kebutuhan air baku, memiliki pemahaman se bagai

berikut:

a. Menjamin ketersediaan air bal<u yang berkualitas secara

berkelanjutan oleh Pemenntah Provinsi Bengkuiu, penyelenggara

SPAM, dan seluruh masyarakat;

b. Perlindungan keberlanjutan sumber air baku melalui

penyelenggaraan konservasi alam dan penyehatan lingkungan.
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Meningkatkan pelayanan air minum Iintas Kabupaten/ Kota, wilayah

rawan air bersih/ kekeringan/ rawan bencana dan pesisir, memiliki
pemahaman sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/ kota (SPAM Regional);

b. Pemanlaatzrn sumber air baku iintas wila)rah di Provinsi Bengkulu

untuk pemenuhan air baku pada wilayah-wilayah yang susah

mendapatkan air bersih dan sumber air baku; dan

c. Penggunaan inovasi dan teknologi dalarn penanganan u,ilayah

rawan polensi air bersil-r.
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BAB III
ISU STRATDCIS, PERMASALAHAIT, TANTAITGAN, DAN PELUANG

PENGEMBAJ{GAIT SISTEU PEIFCEDIAAil AIR MIITU}I

3.1. Isu Strategis Daa Permasalahaa Pengembargan SPAM

3.1.1. Akses masyarakat terhadap pelayanan air minum

Terkait akses masyarakat terhadap pelayanan air minum, isu strategis

dan permasalahannya antara lain:

a. Tingginya tingkat pertumbuhal masyarakat dan pertumbuhan

ekonomi tidak dapat dibarengi oleh pertumbuhan cangkupan

pelayanan air minum;

b. Kondisi cakupan pelayanan air minum belum dapat memenuhi target

pencapaian pelayanan;

c. Pelayanan air minrrm melalui SPAM dengan jaringan perpipaan masih

teratas untuk masyarakat golongan menengah ke atas di daerah

perkotaan, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat miskin,

khususnya di perdesaan;

d. Sebagian air yang diproduksi PDAM telah memenuhi kriteria layak

minum, narrrun kontaminasi terjadi pada jaringan distribusi;

e. Penyelenggaraan SPAM masing-masing daerah masih dilaksanakan

oleh Badan Usaha Milik daerah.

3.1.2. Peran Masyarakat dan Swasta

Terkait peran swasta dan masyarakat, isu strategis dan permasalahalnya

antara lain:

a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

SPAM;

b. Terbatasnya wawasan masyarakat terhadap pengembangan

manajemen sumber daya air yang efektif dan berkelanjutan;

c. Rendahnya pengetalruan masyarakat terhadap sistem perencanaan

yang baik dalam rangka penyediaan air minum di daerahnya;

d. Kurangnya ketertarikan sektor swasta untuk melakukan investasi

dalam pengembangan SPAM.
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3.1.3. Peraturanperundang-undaagaa

Terkait Peraturan Perundang-undangan, isu strategis dan

permasalahannya antara lain :

a. NSPK di tingkat nasional belum ditindaklanjuti di daerah;

b. Pedoman/ pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat

(PAMSIMAS) belum tersosialisasi dengan baik;

c. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-

peraturan yang terkait dengan pengelolaan SPAM;

d. Realisasi penerapan perangkat peraturan perundangan yang belum

berjalan baik terkait dengan pengelolaan sumber daya air minum; dan

e. Dokumen perencanaan pengembangan SPAM (rencana induk, studi

kelayakan, dal perencanaan teknis) di daerah masih banyak yang

belum lengkap.

3.1.4. Kelenbagaan

Terkait kelembagaan, isu strategis dan permasalahannya altara lain:

a. Be1um terbentuknya UPTD SPAM Regional yalg berfungsi sebagai unit
pengelola dan memberikan layanan secara memadai ke wilayah

layanan;

b. Belum terbentuknya Tim Kordinasi SPAM Regional yang berfungsi

mengkoordinir antar intansi terkait dalam penetapan kebijakan dalam

pengelolaan dan pengembangan air minum;

c. Terbatasnya kapasitas Sumber daya manusia terkait dengan

pengelolaamn SPAM;

d. Kesepakatan Bersama ( KSB) yang baru ditandatangani oleh sebagian

pihak;

e. Ketidakseragaman persepsi tentang SPAM Regional diwilayah masing-

masing kota/ kabupaten;

f. Masih adanyanya PDAM yang belum siap dalam pelaksanaan SPAM

Regional di bidang manajemen, organisasi, SDM, dan pembiayaan.

3.1.5. Pendanaan

Terkait masalah pendanaan, isu strategis dan permasalahannya antara

lain:

a. Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat

memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi pengembangan dan
pengelolaan sumber daya air minum.

b. Tingkat pelayanan PDAM yang kurang menjadi tanda tanya besar

seiring dengan semakin tingginya tarif yang ditetapkan oleh PDAM.
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c. Rendahnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan

pengembangan SPAM.

d. Sumber air minum memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga

banyak dunia usaha yang berusaha untuk menguasai secara pribadi,

maka penguasaan dan pengelolaan air minlrm harus dikelola secara

baik dan bijak oleh Pemerintah.

3.1.6. Air baku

Terkait masalah air baku, isu strategis dan permasalahannya antara lai:-i:

a. Kapasitas daya dukung air baku di beberapa wilayah kabupaten/kota

semakin terbatas akibert pengeloiaan daerah tangkapan air 5,6111g

kurang baik

b. Debit air pada beberapa wilayah semakin berkurang dikarenakan

persoalan tata ruang Ci kawasan sempadan;

c. Data potensi air baku yang ada masih minim

d. Di beberapa wilayah, pelayanan air minum belum menjangkau

wilayah pelayanan dan ada yang sanra sekali belum terlayani

e. Kualitas sumber air baku semarkin menurun akibat meningkatnya

aktivitas dan kegiatan mas5.'arakat dan industry tidak disertai dengan

perlindungan terhadap lingkungan

f. Pengelolaan air baku menjadi air minnm di beberapa wilayah yang

terkendala dengan permasalan pasokan listrik dalam

pengoperasian nya.

3.1.7. Inovasi Teknologi

Terkait masalah inovasi teknologi, rsr-r strategis dar permasalahannyar

antara lain:

a. Apiikasi teknologi yang tepat guna untuk daerah rawan kekeringan;

b. Inovasi teknologi untuk efisiensi energi dan penurunan kebocoran;

c. Kurangnya pelatihan untuk Kabupaten/liota terhadap informasi

inovasi dan penerapan teknologi SPAM yang efektif dan efrsien.

3.2, Tantangan Dalam Penyelenggaraan SPAM

3.2.L. Tantangan Internal

Adapun tantangan internal dalam penyelenggaran SPAM di Provinsi

Bengkulu adalah sebagai berikut:

a. Perlunya konservasi :;umber air baku untuk menjamin terjaganya

kualitas dan }<uantilas air baku erl<ibat menurunnya kuaiitas air tanah
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dan air permukaan sebagai sumber air baku untuk air minumserta
persoalan tata ruang terkait garis sempadan.

b. Peningkatan kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya

pengelolaan air minum secara prolesional dengan dukurrgan sumber

daya manusia ahli yang memadai.

c. Menurunnya persentase SPAM BJP tidak terlindungi menjadi BJP

te rlindungi.

d. Penggalian sumber dana untuk investasi dan biaya operasi dan

pemeliharaan yang harus sinergis dengan penerapan pemulihan biaya

(cost recouery) secara bertahap merupakan tantar.gan yang harus

segera diketahui solusinya secara " tuirt-tuin solutiorf' .

e. Melaksanakan optimalisasi potensi pendanaan dalam penyelenggaraan

SPAM.

f. Menerapkan pelaksanaan Good Coorporate Gouentance.

g. Kebutuhan air minum yang semakin r,reningkat seiring nreningkatr-rya

jumlah penduduk.

h. Pentingnya optimalisasi potensi yang ada di masyarakat dan pihak

swasta.

3-2.2. Tantangan Eksternal

tantangan eksternal dalam penyelenggaran SPAM di Provinsi Bengkulu

adalah sebagai berikut:

a. Target nasional pemenuhan akses air minum yang aman kepada

masyarakat yang ditetapkan dalam S,tstainable Deuelopment Goals

(SDG's) adalah 1 00% di Tahun 20 19.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang 2005 2025, ditetapkan targel akses

aman air minum adalah 100 % di Tahun 2019.

c. Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar

pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

d. Tuntutan penerapan good gouemance melalui demokratisasi yang

menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat.



3.3. Peluang Dalam Penyelenggaraan SPAM

Adapun peluang dalam penyelen;,garaan SPAM di Provinsi Bengkulu

antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah terhadap SDG's, Protokol Kyoto, Habitat, dan

Jakstrada;

2. Adanya potensi peningkatan kesadaran masyarakal dalam

penyelenggaraan Sumber Daya Air minum;

3. Adanya potensi penggalakan pemanfaatan air baku pada

pengembangan wilayah baru di Provinsi Bengkulu; dan

4. Tingginya biaya investasi pengelolaan air baku dapat ditanggulangi

dengan konsep kerjasama oleh Pemerintah Pusat, Daerah, maupun

Lembaga bantuan Pinjaman Per.da.naan.

2A



BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

+.1. Skenario Pengembangan SPAM

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu

mengacu pada sasaran berikut :

a. Target pencapaian SDG's Tahun 2019 yaitu dimana penduduk

memperoleh akses air minum yang aman sebe sar l OOozi,

b. Sasaran RPJMN20t5-2019 yaitu tercapainya 1007o al<ses aman air

minum pada tahun 20 19.

Pada tahun 2015 cangkupan pelayanan air minum di Provinsi Bengkulu

baru mencapai 49,38o/o, yang terdi-i atas I8,95oZ Jaringan Perpipaan dan

30,43o/o Bukan Jaringan Perpipaan. Ade.pun capaian irelayanan air

minum di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar diagram di bawah

ini.

io'

100

9c.

.o

a
59 4 rii.

rru {'
o-

a o o -o,

79,0

eo
I

gr 40,6

o E 
o'6'o c. o. _9' 

^ :ro
B-6

j

l

:aI g_ o

,1 : )al r iilr]' rr,', ..1i. ,rrtr irLr'al

m
liif

' _ -: --l
ra.8er Lap.'.n l

rP€lav!^anAnMin!ft,
la.gel(dp;i!n .

: Pel.yan!n Air lv1i.!m I

I Proviisi Aenskur!
: rahun 2025 . i

Bengkulu Th 20 15 dan

P ovl,r5iEengkvlu

Gambar 4.1 Capaian

(sumber Dara : UU -" IrTffi?:3?i3[,::]?'i:Xf,,,,,* Ditjen cipta Karya
Kementerian PU dan Satker PK-PAM Provinsi Bengkr-rlu)

Pada gambar di atas, dapat dilihat pula bahwa sesuai dengan Target
capaian pelayanan air minum sesuai UU No. 17 Tahun 2007, pada Tahun
2019 diharapkan pencapaian target pelayanan air minum telah mencapai
IO0%, terdiri atas 59,470 Jaringan perpipaan dan 40,6% Bukan Jaringan

O I Buk.n l..inrrh

@ : l..in!.n PErpip.ah

49,38

- o---o ---c - -o

'.., 
C c'@

21

hc!.,tu



Perpipaan. Ini berarti untuk kurun ra,aktu 4 tahr-rn ke<lepan atau pada

tahun 2019 drperlukan peningkatan sebesar 50,62 o/o agar dapat

mencapai 100% akses air minum yang layak baik bagi seluruh pendudul(

di Provinsi Bengkulu.

Dari penjelasan di atas, maka dapat susun pendekatan Kr:bijakan dan

Strategi SPAM Provinsi Bengkulu, yartu sebagai berikut:
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Gambar Bagan Alir Pendekatan Kebijakan dan Strategi SPAM Provinsi

Bengkulr-r

4.2. Sasaran Kebijakan

Sasaran dari Kebijakan dan Straregi pengembangan SPAM provinsi

Bengkulu baik dengan Jaringan Perpipaan (JP) mar-rpun Bukarr Jaringan

Perpipaan (BJP)adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas

dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelavanan

melalui SPAM menjadi 100 % cli akhir tahun 2019;

b. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan

menekan tingkat NRW dengan melibatkan peran serta masyarakat;

c. Pendanaan pengembagan SPAM adalal-t untuk membangun,

memperluas, serta meningkatkan sistem fisik dan sistem non fisrk.

Bantuan pemerintah diutan-rakan untuk masyai:akat di kau,asan

rawan arr dan daerah pesisir

d. Terfasilitasinya pengembangan sistem penyediaan air minum
perkotaan/IKK di ).27 IKK dengan 97 IKK yang be lum terbangun (data

Satker PI{-PAM Prov. E}engkulu,r0 15).
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e. Terfasilitasinya pengembangan sistem penyediaan air minum
perdesaan di 11 Desa Rawan airdan 1 desa di daerah pesisir (data

Satker PK-PAM Prov. Bengkulu,2o I5).

4.3. Kebijakan Dan Strategi Pengembangan SPAM

Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu disusun

dalam rangka menjawab isu strategis dan permasalahan dalam

pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu dimana arahan kebijakan

tersebut merupakan dasar dalam mencapai sasaran akses air minum

aman tahun 2Ol9 . Berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan di

atas, maka arah Kebijakan dan Stratgei pengembangan SPAM di Provtnsi

Bengkulu adalah sebagai berikut:

4.3.1.Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Perkotaan

Arahan kebijakan pengembangan SPAM perkota. n di Provinsi Bengkulu

adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan 1 : Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh

masyarakat perkotaar-r di Provinsi Bengkulu

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

a. Pembangunan SPAM Regioneil

. pembangunan karvasan Regional.

. Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan

lahan.

. Memfasilitasi Peningkatan koordinasi antar SKPD dan

stakehold-er tcrkait.

. Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD Prov, APBD

Kab/Kota, KPS, Perbankan.

. Memtasilitasi sosialisasl stakeholder terkart dan masyarakat

terdampak dan pemanfaat.

. Memfasi'litasi sinl<ronisasi jadwal pelaksanaan.

b. Mem[asilitasi Pembangunan SPAM Non Regional

. Menfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan

lahan

. Memfasilitasi Peningkatan koordinasi antar SKPD dan

stakeholder terkait
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. Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD Kab/Kota, KpS,

Perbankan

. Memlasilitasi sinkronisasijadwal pelaksanaan

c. Memfasilitasi Pembangunan SPAM II(K Baru

. Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan

Iahan

. Memfasilitasi Peningkatan koordinasi antar SKPD dan

stakeholder terkait
. Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD Kab/Kota, KPS,

Perbankan

. Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan

. d. Memfasilitasi Pembangunan SPAM untuk MBR

. Memlasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan

Iahan

. Memfasilitasi Peningkaian koordinasi antar SKPD clan

stakehoider terkait
. Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD Kab/Kota, KPS,

Perbankan

. Memfasilitasi sin]<ronisasi jadwal pelaksanaan

e. Pemanfaatan ldle Capacity

. Memfasilitasi percepirtan proses penjinan dan pr:mbebasan

lahan

. Memlasilitasi Peningl<atan koordinasi antar SKPD dan

stakeholder terkait
. Memfasilitasr percepatan inve stasi APBD Kab/ Kota

. Memlasilitasi sinkronisasi jadr,val pelal<sanaan

f. Program Penurunan Kebocoran

. Memlasilitasi Peningkatan koordinasi antar SKPD dan

stakeholder terkail
. Memlasilitasi percepatan investasi APBD I(ab/ Kota, KPS,

Perbankan

. Memlasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan

2. Kebijakan 2 :Peningkatan kema,mpuan per-rdanaan

Strategi untuk kebijakan tersebur terdiri atas:
a. Meningkatkan kemampuan [inansial Penyelenggara SPAM



. Memlasilitasi penerapan Full Cost Recouery

. Memlasilitasi penerapan efisiensi biaya

. Memfasilitasi upaya penggalian dana dari sumber iain

b. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota

. Peningkatan APBD

. Penyertaan modal pemerintah Kabi Kota

. Peningkatan peluang KPS

. Pemanfaatanperbankan

c. Mengembangkan pola pembiayaan melalui CSR

. Pemetaan kebutuhan pengembangan SPAM yang dengan dana

CSR

Sosialisasi kerja sama

d. Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana rton-pemerintah

. Memfasilitasi pemahaman kebr..lakan pendanaan

. Memfasiiitasi penyusunan Business PIan dengan berbagai

macam sumber dana

. Memfasilitasi berbagai alternatif sumber pembiayaan

. Memfasilitasi skenario pembiayaan lain

e. Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD

. Penyusunan konsep kerja sama antara BUMN-BUMD

. Perkuatan konsep ker.iasama antar BUMD Provinsi

. Fasiiilasi kerjasama BUMN-BUMD da:-r BUMD-BUMD
- 3. Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan.

Strategi untuk kebrjakan terser)ut terdiri atas:

a. Pembinaan Manajemen

. Memfasilitasi perbaik3.n kinerja PDAM

. Memfasilitasi FCR

b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM stakeholder terkait

. Penerapan fit and proper test

c. Memperkuat peran dan lungsi dinas/instansi terkait
. Peningakatan peran sebagai regulator

. Meningkatkan peran partisipator

. Peningkatan tugasdalam rangka perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan
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d. Memperkuat komitmen Pemcrintah Daerah Kab/ kota untuk Iebih

memprioritaskan Pengembangan SPAM

. Pemahaman fungsi dan tanggung jawab Pe merintah Daerah

Kab/ ko ta

. Pembuatan NSPK

. Penerapan kelengkapan readiness criteria

. Pembuatan Iaporan kinerja pengembangan SPAM secara rutin

e. Menerapkan prinsip Good Coorporcte Gouentance bagi

Penyelenggara/ operator S PAM

. Penerapan asas transparan akuntabei kompetitif

. Fasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM

. Pasilitasi manajernen keuangan

4. Kebijakan 4 : Pengembangan dan Penerapan perat Lrran perundang -
undan gan.

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

a. Melengkapi produk peraturan perundangan (SPAM)

. Memlasilitasi penyuslrnan produk hukum

b. Menerapkan NSPK yang telah tersedia

. Memfasilitasi penl,usunan RISPAM

. Memfasilitasi penyusunan Jalcstrada I{ab/Kota

. Memlasililasi dokumen sesuai SNI

c. Pengembangan SPAM sesuai kaidah teknis

. Penerapan kaidah tel.,nis perencanaan, pelaksanaan, dan

pengelolaan

. Optimalisasi dan rehabiiitasi SPAM

. Monitoring kualitas air .ninum

5. Kebijakan 5 : Peningkalan penyediaan air baku untuk air minum

secara berkelanju tan.

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas:

a, Konse rvasi wilayah sungai dan sumber air baku

. Penetapan sumber air bakur dalam R'I'RW Provinsi,

RTRWKab/ Kota

. Penghematan air melaiui pengendalian air tanah

. Ir4eningkatkan tampungan air dan pengedalie-n lahan

b. Meningkatkan penyediaan air baku air minum
. Pengelolaan sumber air secara terpadu



. Upaya pengembangan air baku antar wilayah/antar

kepentingan

. Pembuatan lumbung air di kawasan kering atau rawan air

baku

c. Meningkatkan elisiensi dan efektivitas pengelolaan SDA

. M engin formasikan neraca air

. Menginlormasikan data kebutuhan air baku air minum

' Sosialisasi peratlrran perijinan air baku

d. Pengembangan SPAM regional

. Mengembangkan potensi air bzrku regional

. Meningkatkan peran serta Pemerintah Provinsi, Kab/ Kota,

swasta dan stakeholder tcrl<ait.

. Sosialisasi potensi pendanaan APBN, APBD Prov, APBD

Kab/Kota, PDAM, Perbankan, Swasta, dan masyarakat.

6. Kebijakan 6 :Peran Serta Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat,

Strategi untuk kebijakan tersebLlt terdiri atas :

a. Meningkatkan kepedulian masyarakat

. Kampanye dan sosialisasi PHBS

. Pembinaan badan penge lola SPAM/Srvasta

. Sosialisasi peran, hak, dan kewajiban masyarakat dalam

pengembangan SPAM

b. Menciptal<an peluang investasi badan usaha dan koperasi

. Meningkatkan pemahaman Pemda darr KPS

. Me njamin kepas[ian investasi KPS

. Gouernment Support dan Gouernment Guarontee

. Percepatan pelalcsanaan KPS

7. Kebijakan 7:Pengembangan dan inovasi tekr.ologi SPAM

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas:

a. Pemanfaatan teknologi Unil Produksi dan ME SP.{M

. Meningkatkan efisiensi (Unit Produksi);

. Meningkatkan hemat energi (ME);

. Peningkatan kualitas a,r minum

b. Menerapkan teknologi dalam jaringan perpipaan

. Penurunan kebocoran

. Peningkatan SDM
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4.3.2. Kebijakan dan Strategi l,engembangan SPAM Perdesaan

Arahan kebijakan pengembangan SPAM perdesaan ,;ebagai berikut:

1. Kebijakan 1 : Peningkatan akses anan air minum bagi seluruh

masyarakat perdesaan di Provinsr Bengkulu

Strategi unluk kebijakan terseb\-l ter diri atas :

a. Pembangunan SPAM Perdesaan untuk desa ra\^,an air dan daerah

pesisir

. pembangunan kawasan SPAM Regional.

. Pembangunan SPAM Perdesaan untuk 12 desa rawan air dan

pesisir

b. Penanganan desa reguler oleh Pemkab/ Pemkot

. Pembangunan desa per kabupaten/ kola per tahun

c. Kelanjutan Program PAM SI MAS dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

. Pembangunan desa dengztn PAMSIMAS dan DAK

d. Pemanfaatan dan Aplikasi teknologi Tepat Guna

. Sosiaiisasi dan Public Campuign dan Training of Trainer lToT)

e. Pembinaan Kelembagaan untuk SPAM Perdesaan

. Pembentukan kelembagaan terkait pengelolaan SPAM di

Perdesaan

2. Kebijakan 2 : Peningkatan kemampuan pendanaan

Strategi untul< kebijakan tersebut terdiri atas:

a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabr-lpaten / Kota/ Desa

. Peningkatan APBD/ APBD Desa

. Sosialisasi stakeltotderterkart

b. Mengembangkan pola pernbiayaan melalui Coorporate Social

Responsibility (CSR) di desa-desa

. Pemetaan kebutuhan pengembangan SPAM yang dengan dana

CSR

. Sosialisasi sistem kerjasama SPAM dengan Stakeho\der terkait

di perdesaan

c. Pengembangan pola pembiayaan mandiri masyarakal perdesaan

. Sosialisasi dan pemberian dana insentif untuk r.vilayah

perdesaan

3. Kebijakan 3 : Peningkatan l-apasitas kelembagaan penyelenggaraan

pengembangan SPAM perdesaan

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas:
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a. Memperkuat kapasitas Sr:mber Daya Manusia (SDM) ditingkat

Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota dalam pei-rgembangan

SPAM

. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM di perdesaan

b. N'lemperkuat peran dan lungsi dinas/instansi terkait

. Peningkatan peran r;ebagai pembina aparat perdesaan

4. Kebijakan 4 : Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-

undangan untul< pengembeingan SPAM di Perdesaan

Strategi untuk kebijal<an tersebur- terdiri atas:

a. Melengkapi produl< peratlrran perundangan penyelenggaraan

pengernbangan SPAM

. Sosialisasi dan kelengkapan perijinan (SlPA, Lahan, akta

pendi rian)

b. Menerapkan NSPK yang telah tersedia

. Sosialisasi penerapan kaidah teknis mulai perencanaan,

pelaksanaan, dan pengelolaan SPAM Perdesaan

5. Kebijakan 5 : Peningkatan penyediaan air baku ur.tuk air minum

secara berkelanjutan

Strategi untuk kebijakan tersebut rerdiri atas:

a. Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan

sumber air baku

. Sosialisasi dan forum rembug masyarairat pengguna air

. Meningkalkan tampungan air dan pengedalian lahan

. Sosialisasi pentingnya reboisasi dan konservasi

. Pengembangan kearifan lokal setempat

b. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum i:agi

masyarakat desa

. Pengelolaan sumber air secara terpadu

. Pembuatan lumbung air di kawasan kering atau ra\,van air

baku

6. Kebijakan 6 : Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan

masyarakat perdesaan

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas ;

a. Meningkatkan kepedulian masyzLrakat desa dalam

penyelenggaraan pengembangan SPAM

. Kampanye dan sosialisasi PHBS

. Pembinaan badan pengelola SPAM/ Swasta
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. Sosialisasi peran, hak, dan kewajiban masyarakat dalam

pengembangan SPAM

. Memfasilitasi ToT (Training of Trainer) Kabupaten/Kota

7. Kebrjakan 7 : Pengembangan inovasi teknologi SPAM

Strategi unluk kebijakan tersebuL terdiri atas:

a. Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM

pada daerah dengan keterbarasan kualitas air baku Kampanye dan

sosialisasi PHBS

. Aplikasi teknologi tepal guna dan program perconlohan untuk

desa rawan air bal<u
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BAB V
RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM harus didukung oieh

Percepatan investasi Pengembangan SPAM, Hal ini dilakukan agar tujuan

dan sasaran dari pengembangan SPAM dapal terpenuhi. Dalam usaha

pencapaian target tersebut, tentunya dana pemerintah semal<in terbatas

sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menggalang berbagai

sumber pendanaan. Disinilah peran pemerintah sangat besar untuk
menggalang dana dari pihak srvasta disamping pengupayaan investasi

pengembangan SPAM yang bersifat cost recouery.

5.1. Alternatif Sumber Pendanaan

Salah satu kendalrr dalam pencapaian target pelayanan air minum adalah

keterbatasan akses pemerintah daerah dan PDAM dalam menggalang

sumber dana diluar sumber dana yang berasal dari pemerintah. Padahal

kenyataannya, banyak sumber pendanaan dari luar pemerintah yang

dapat dimanfaatkan dalam pengembangan SPA|.4, seperti APBN, APBD

yang berasal dari pemerintah daerah dan BUMD, pinjaman Perbankan,

kerjasama Swasta (KPS), serta program Coorporate Social Responsibility

(CSR) atau program Kemitraan dan BLna Lingkungein (PKBL).

5.1.1. Pinjaman Perbankan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan

dan Subidi Bunga OIeh Pemerinrah Pusat dalam Rangka Percepatan

Penyediaan Air Minum menjadi dasar ketentuan pinjamrrn PDAM kepada

Perbankan. Mekanisme pelaksanaa Peraturan Presiden (Perpres) ini,

dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

229 /PMK.O\ 12009 tentang Tata Cara Pelaksnaan Pemberian Penjaminan

Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan

Penyediaan Air Minum.

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2009 pemerintah pusat memerikan
jaminan atas pembayaran kembali kredit FDAM dan subsidi bunga atas

selisih antara BI-ratedengan bunga kredit. Jaminan dan subsidl
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pemerintah pusat diberikan kepoada PDAM yang telah memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk PDAM yang tidak memiliki tunggakan kepada Pe nerinLah Pusat

harus memiliki kinerja sehat (audit BPKP) dan telah Full Cosl

Recouery.

Untuk PDAM yang mempunyaj :unggakan kepada Pemerintah Pusat

diwajibkan telah mengikuti progra'n restrukturisasi dan mendapat

persetujuan M enteri Keuangan.

5.L.2. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung

pengembangan pelayanan air minum adalah dengan Kerjasama

Pemerintah dan Swasta (KPS). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

2005 pasal 64 menyatakan bahwa l<operasi clan/atau Badan Usaha

Swasta dapat berperan serta dalam pengembangan SPAM pada daerah,

wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pelibatan koperasi

dan/atau badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan

yang sehat melalui proses pelelangan sesuai peraturan perunderng-

undangan.

Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi penting deilam

pengembanga SPAM nasional, namun demikian porsinya masih relatif

kecil dan potensial untuk clikembangl<an lebih leinjut. Beberapa hal pokok

yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran dunia usaha

pengembangan air minum antara lain :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam bentuk kesiapan kelembagaan

(Unit KPS);

2. Proses pengadaan KPS yang dilaksanakan secara adil, kompetitif dan

transparan.

5.1.3. Business to Business (B to B)

BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan badan usaha untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanar SPAM diwiiayah
pelayanan berdasarkan prinsip Business to business. Dalam kerjasama
tersebut Direksi BUMD penyelenggara bertindak sebagai penanggung

Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan
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peraturan Direksi BUMD penyelenggara yang disetujuri oleh Badan

Pengawas. Daerah pengembangan SPAM melalui B to B melingkup.:

1. Daerah, wilayah atall kalvasan yang secara teknis sudah terlayani oleh

jaringan pepipaan BUMD penyelenggara;

2. DaerahL, wilayah atau kawasan )'ang pengembangan pelayanannnya

sudah termuat dalam r€jncana kegiatan usaha (business plan) 5

tahunan BUMD Penyelenggara.

5.1.4. Corporate Social Responsibility (CSR)/ Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL)

CSR/ PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha

untuk memberikan kontribusi kepada peng:mbangan ekonomi dan

komunitas setempat ataupun masyarakat iueLs bersamaan dengan

peningkatan taraf hidup pekerja bese'ta seluruh keluirrga 11,2. p6is

prinsipnya kegiatan CSR/ PKBL merupakan kegiatan yang bersifat

sukarela yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak

untuk menentukan bentuk kegiatan CRS/PKBL, besaran dana CSR/

PKBL, Iokasi kegiatan CSR / PKBL dan pola pelaksanaan l<egiatan

beberapa hal pokok yang harus dimiliki penrda agar mendapatkan CSR/

PKBL adalah:

1. Pemda mempunyai rencana Program Investasi Jangka Menengah

(RPLJM) pengembangan SPAM;

2. Pemda menjalin komr,rnikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/

PKBL dan mengenai program Can rencana kegiatan SPAM yang akan

ditawarkan kepada perusahaan.

Pada akhirnya penggunaan CSR/ PKBL yang belum teroptimalkan dapat

menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan

dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

5.2. Kegiatan Dan Rencana Tindak

Upaya mendorong terjadinya percepatan investasi pengembangan SPAM,

perlu diiaksanal<an kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Melakukan sosialisasi kepada Pernerintah Kabupaten/ Kota dan PDAM

dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM,

2. Melakukan lasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota clan PDAM

dalam penyiapan program investasi pengembangan SpAM.



3. Melakukan lasilitasi lcepada Pemerintah Kabupaten/ Kota cian pDAM

dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi

swasta, Program Kemitraan, dan sumber pembiayan lainnya untuk
pengembangan SPAM.

4. Melakukan lasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan

kualitas air baku dan pembangnnan iniiastruktur pendul<ung

penyediaan air baku untrik air rrinum.

5. Melakukan fasilitas kepada pemerintah kabupaten/ kota dalam

pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakein pelayanan SPAM bagi

MBR, daerah rawan air dan daerah pesisir.

6. Melakukan iasilitas percepatan penyediaan air cLtrah untuk
pemenuhan air minum lintas Provinsi dan kabupaten/ kota (sistem

regional)

7. Melakukan inventaris dan prioritas di seluruh l<abupaten/ kota yang

telah disepakati bersama antara kabupaten/ kota Cengan provinsi.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diuraikan dalam rencana tindaksebagai

berikut:

1. Kegiatan 1

Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam

rangka percepatan investasi pengembangan SPAM, arrtara lain:

a. Melakukan sosialisasi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM

b. Melakukan sosialisasi produk pengatrran terkait percepatan

investasi pengembangarr SPAlvl.

2. I{.egiatan 2

Melakukan lasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam

penyiapan program investasi pengembangan SPAM, antara lain:

a. Melakukan pendampingal) penyusunan Rencana Induk SPAM

(RrsPAM)

b. Melakukan capacity bu:ldvtg untuk meningkatkan jiwa

kerryirausahaan bagi PDAI,4

c. Melakukan per-ryehatan PDAM sehingga dapat mengakses berbagai

pola pembiayaan yang ada berupa bantuan manajemen untuk
PDAM dan bantuan program unt'Jk PDAM.

d. Melakukan pendarnpingan penyusunan Rencarra Pengamanan Air
Minum (RPAM).

:

I
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o. Kegiatan 3

Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam

mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta,

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, Pusat

Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk

pengembangan SPAM, antara lain;

a. Melakukan fasilitas penyusunan proposal pinjamarr perbankan

b. Melakukan fasilitas penyusLlnan proposal Pre-Feasibility Sludy KPS

c. Melakukan fasilitas pendampingan teknis program PKBL/ CSR

Kegiatan 4
Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan

kualitas air baku dan pembangunan inlrastruktur pendukung

penyediaan air baku untuk air rninum, antara lain;

a. Melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum

b. Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala

c. Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air

(GNKPA)

d. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan

air baku unruk air rninum.

Kegiatan 5

Memlasilitasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalarn pemenuhan

kebutuhan air minum, diutamakan pelayarran SPAN1 bagi MBR, dan

daerah rawan air, antara lain;

a. Memfasilitasi usulan pendanaan APBN untuk memenuhi

peiayanan air minum kepada MBR rnaksimal 4Oo/o dari total

potensi pelayaan, dan mendorong Pemerintah Daerah untuk

memenuhi kebutuhan investasi dalam upaya pemanlaatan sisa

kapasitas dan fungsionalisasi sistem menjadi 100% (minimurn 6oak

jaringan distribusi).

b. Memfasilitasi dukungan pendanaan AI'BN dalam pembangunan

SPAM di daerah rawan air sampai dengan jaringan distribusi
tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanaan (sambungan

rumah/hidran umum) oleh pemerintah daerah.

6. Kegiatan 6

Melakukan fasilitas percepatan penyediaarr air curah untuk
pemenuhan air minum Iintas Kabupaten/Kota (sistem regional),
antara lain:

4.
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a. Melakukan sosialisasi pedoman pengembangan SPAM Regional

untuk meningkatkan pernahaman pemda provinsi dan

kabupaten / kota

b. Melakukan penyusunan RISPAM dan studi kelayakan SPAM

Regional

c. Menyiapkan capacity buiiding untuk meningkatkan kompetensr

bidang perencanaan dan pengelolaan SPAM Regional

d. Melakukan pembentukan kelembagaan pengelolaarr SPAM

Regional.

7. }{egiatan 7
Melakukan inventaris dan prioritas di seluruh kabupaten/ kota yang

telah disepakati bersama antara kabupaten/ kota dengan provinsi,

antara lain;

a. Melakukan inventarisasi desa rar.van air d:Ln kawasan pesisir

b. Menyusun prioritas penanganan pembangunan desa rawan

kekeringan, desa rawan bencana da.n kawilsan pesisir

c. Melaksanakan pembangunan di desa rawan kekeringan, clesa

rawan bencana dan kawasan pesisir

5.3. Pembiayaan Pengembangan SPAM

Pengembangan kemampuan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM

secara optimal sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan akses
' aman air mnum bagi seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Adapun

pembiayaan pengembangan SPAM dijabarkan menjadi dua, yaitu

pembiayaan pengembangan SPAM Perkotaan dan pembiayaan

pengembangan SPAM Perdesaan,

5.3.1. PernbiayaanPengembanganSPAMPerkotaan

Sumber dana SPAM Perkotaan berasal dari APBN, APBD, Pinjaman

Perbankan, dan Kerjasama Swasta (KPS). Pengembangan SPAM Perkotaan

terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain yaitu:

1. Pembangunan SPAM Regional di Provinsi Bengkuiu.

2. Pembangunan SPAM Non Regional.

3. Pembangunan SPAM IKK Baru.

4. Pembangunan SPAM IKK untuk MBR,

5. Pemanfaatan ldle Caltacity.

6. Program Penurunan Kebocoran.
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5.3.2. Pembiayaan Pengembangan SPAM Perdesaan

Sumber pendanaan untuk pengembangan SPAM perdesaan direncanakan

untuk menangani desa yang ra\t'an air, desa ras'an bencana dan kawasan

pesisir. Sumber dana untuk pengembangan SPAM perclesaan, berasal dari

dana kabupaten/kota, APBN, serta APBD' Untuk desa rawan kekeringan'

rawan bencana, dan daerah pesislr, per'iu segera diadakan kesepal<atan

antaraPemprovdanPemkab/Pemkotuntukpenentuanprioritasdesa
yaitu sebanyak i2 desa.
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BAB VI
PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu 2Ol5-2O19, maka selanjutnya

seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam kebijakan dan strategi

pengembangan SPAM ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan

yang berkaitan dengan pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu.

Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu 2O15-

2O19telah melalui tahapan konsultasi publik.

Adapun peserta konsultasi publik antara lain berasa-l dari instansi terkait,

yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Bidang Cipta Karya,

Bappeda Provinsi Bengkulu, Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi

Bengkulu, Biro Pembangunan dan Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu,

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Provinsi Bengkulu,PDAM Provinsi Bengkulu, Dinas PU

Kabupaten/ Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, dan PDAM Kabupaten/ Kota.

Demikian Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Provinsi

Bengkulu 2Ol5-2O19 ini telah disosialisasikan dan dengan ini Pemerintah

Provinsi Bengkulu menetapkan diberlakukannya Kebijakan dan Strategi

daerah pengembangan Provinsi Bengkulu 20 L5-2O 19 .
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